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BABYV
PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Rasionalitas
Birokrasi dalam Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dapat
disimpulkan sebagai berikut:

Pembagian kerja di Kecamatan Sumberrejo telah dilaksanakan sesuai
dengan struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi masing-masing ASN.
Pembagian tugas yang jelas memudahkan pegawai dalam melaksanakan
pekerjaan sesuai tanggung jawabnya sehingga mendukung efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun demikian,
pada kondisi tertentu masih ditemukan kerja sama lintas bidang ketika
volume pekerjaan meningkat sehingga menunjukkan bahwa pemerataan
beban kerja masih perlu terus dioptimalkan.

Hierarki otoritas telah diterapkan melalui struktur organisasi yang jelas
serta adanya garis komando yang berjalan sesuai jenjang kewenangan.
Proses koordinasi antara Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan
ASN pelaksana berlangsung secara berjenjang melalui rapat koordinasi,
briefing, disposisi surat, maupun komunikasi langsung sehingga
pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan dapat berjalan secara
efektif.

Sistem aturan formal telah diterapkan melalui keberadaan Standar

Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
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pelayanan publik. ASN melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berlaku,
sedangkan masyarakat memperoleh kepastian mengenai persyaratan dan
alur pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan SOP juga dilakukan
secara berkala sehingga mampu mendukung pelayanan yang tertib,
transparan, dan akuntabel.

. Keahlian teknis ASN menunjukkan bahwa sebagian besar ASN telah
memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan serta memperoleh
kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan dalam melaksanakan tugas. Kemampuan teknis ASN juga
tercermin dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, meskipun
peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas
masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menyesuaikan
perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik.

Sistem karier berbasis merit telah diterapkan melalui penempatan ASN
yang mempertimbangkan kompetensi, latar belakang pendidikan,
pengalaman kerja, serta kebutuhan organisasi. Selain itu, pengembangan
kompetensi dan promosi jabatan telah mengacu pada penilaian kinerja
serta ketentuan kepegawaian yang berlaku sehingga mendukung
terciptanya profesionalisme ASN yang lebih objektif dan akuntabel.

. Dokumentasi tertulis telah dilaksanakan melalui sistem pencatatan
administrasi, pengelolaan arsip pelayanan, laporan kegiatan, serta
dokumentasi elektronik yang tertib. Dokumentasi tersebut mendukung

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, mempermudah proses
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evaluasi dan pengambilan keputusan, serta memberikan kepastian
administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian,
pengembangan sistem dokumentasi berbasis digital masih perlu terus

ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa
rasionalitas birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil
Negara (ASN) di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro telah
diterapkan dengan cukup baik. Keenam indikator teori rasionalitas birokrasi
Max Weber, yaitu pembagian kerja, hierarki otoritas, sistem aturan formal,
keahlian teknis, sistem karier berbasis merit, dan dokumentasi tertulis, telah
mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih
profesional, efektif, dan akuntabel. Meskipun demikian, masih diperlukan
upaya peningkatan, terutama dalam pemerataan beban kerja, pengembangan
kompetensi ASN secara berkelanjutan, penguatan penerapan sistem merit,
serta optimalisasi digitalisasi administrasi dan pengelolaan arsip agar
profesionalisme ASN dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dapat terus meningkat sesuai dengan

prinsip birokrasi rasional yang dikemukakan oleh Max Weber.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Rasionalitas Birokrasi

dalam Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di
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Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, peneliti memberikan beberapa

saran sebagai berikut.

1. Bagi Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
Kecamatan Sumberrejo diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan
prinsip-prinsip rasionalitas birokrasi, khususnya dalam aspek pembagian kerja,
penguatan koordinasi antarbidang, serta optimalisasi penerapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten. Selain itu, evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi setiap ASN perlu dilakukan secara berkala guna
memastikan bahwa seluruh pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
tugas pokok, fungsi, serta kewenangan yang telah ditetapkan. Upaya tersebut
diharapkan dapat meningkatkan efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan

publik kepada masyarakat.

2. Bagi Aparatur Sipil Negara Kecamatan Sumberrejo

Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Sumberrejo diharapkan
senantiasa meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas melalui
keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, maupun
kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. Selain itu, ASN diharapkan
mampu meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi,
pengelolaan administrasi, serta pelayanan publik sehingga dapat memberikan
pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan

prinsip birokrasi rasional.



88

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui perangkat daerah yang
membidangi pengelolaan kepegawaian diharapkan dapat terus memperkuat
penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN, terutama dalam proses
penempatan, pengembangan kompetensi, serta promosi jabatan berdasarkan
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Selain itu, diperlukan dukungan
terhadap pengembangan sistem administrasi dan kearsipan berbasis digital
sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik di tingkat kecamatan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis rasionalitas birokrasi dalam
meningkatkan profesionalisme ASN di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten
Bojonegoro dengan menggunakan teori Rasionalitas Birokrasi Max Weber.
Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan
penelitian dengan menggunakan teori, pendekatan, atau metode yang berbeda,
serta memperluas lokasi penelitian pada perangkat daerah atau kecamatan lain
sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai
penerapan rasionalitas birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme Aparatur

Sipil Negara.
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